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ABSTRAK 

Lisza Octarini/ 222009012/ 2013/ Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak 
Tercapainya Target Penerimaan Relribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering 
Ilir (OKI). 

Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak 
tercapainya target penerimaan retribusi daerah?. Penelitian ini bermanfaal bagi 
penulis, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), 
dan almamater. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Ada dua variabel yang digunakan, 
yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Datanya 
adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
daftar wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif dan teknik analisis data yaitu memberikan uraian-uraian dan 
menjelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penenrimaan retribusi 
daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab 
tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Pertama faktor penyebab 
langsung, yaitu masih belum realistik dalam penentuan target, masih tingginya 
tingkat kebocoran dan kelolosan dan berkurangnya jenis objek penerimaan. Kedua 
faktor penyebab tidak langsung, yaitu sistem penentuan target didasarkan pada 
data historis, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, fasiiitas relribusi yang tidak 
digunakan sepenuhnya oleh masyarakat, terbatas sumber daya atau petugas 
operasional dilapangan, adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan 
retribusi, kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan dan 
belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan. Upaya yang 
bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah adalah upaya 
inlensifikasi dan ekstensifikasi. 

KataKunci : Faktor Penyebab Langsung, Faktor Penyebab Tidak Langsung, 
Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 
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ABSTRACT 

Lisza Octarini / 222009012/2013 / The Analysis of Factors Contributing the 
Unreachable Target of Local Retribution Revenue in Ogan Komering Ilir (OKI). 

The problem of this study was what factors contributing the unreachable target of 
local retribution revenue in OKI were?. The Significances of this study were for 
the writer, Department of Revenue, Finance and Asset Management District 
(DPPKAD), and almamater. 

This study use descriptive research. The variables of this study were direct factors 
and indirect factors. The data used in this study were primary and secondary 
data. Techniques of collecting the data were using interview and documentation. 
The data analysis used in this study was qualitative analysis. Techniques of 
analyzing the data were by giving description and explaining the factors 
contributing the unreachable target of local retribution revenue in OKI 

The results showed that there were two factors contributing the unreachable of 
Local Retribution Revenue. First, the direct factors included the unrealistic target 
decision, the high leakage rate and the reducing-objects of revenue. Second, the 
indirect factors included the system of target decisin based on the historical data, 
the ineffective implementation of punishment, the unutilized retribution facilities 
by the society, the limited number of human resources (operational officers), the 
third party intervention in retribution collection, lack of operational facilities and 
ineffective controlling and supervising system. It was suggested that the intensive 
and extensive programs be implemented to increase the local retribution revenue. 

Keywords : Direct factors, Indirect factors. Intensive and extensive programs. 
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B A B i 

PENOAHULUAN 

A. Latar Beiakang Masalah 

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat I I (Dati II) 

merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan 

bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. 

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh 

pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah 

daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-

masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini 

dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk 

membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom 

yang nyata. 

Sebagai konsekuensi menjaiankan otonomi daerah yang dimulai pada 

tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya 

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan iebih meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di 

dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan 

yang diinginkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat segera 

terwujud. 
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Menurut Mardiasmo (2002: 100), retribusi daerah merupakan 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. Retribusi berbeda dengan pajak karena 

retribusi ditujukan kepada orang yang mempunyai keterkaitan langsung kepada 

pengguna fasiiitas pemerintah. Pada dasamya pemerintah menarik sejumlah 

retribusi atas penggunaan fasiiitas yang diterima dan dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah yang dapat dipungut 

dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi perizinan tertentu. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam 

meningkatkan PAD, diharapkan kepada masyarakat agar bisa saiing 

bekerjasama dengan baik yaitu dengan membayar retribusi. 

Pemerintah Kabupaten OKI sejak diberi kewenangan atas pelaksanaan 

dan pengaturan keuangan daerahnya dari tahun ke tahun semakin berupaya 

meningkatkan PAD. Dalam upaya meningkatkan PAD permasalahan yang 

sering terjadi adalah hasil dari realisasi sumber-sumber PAD tidak sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan 

dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan 

ekonomi daerah untuk meningkatkan otonomi daerah dalam mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Berikut ini penulis akan menyajikan tabei beberapa 

jenis retribusi yang tidak mencapai target: 
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Tabel I . l 
Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten OKI 

Yang Tidak mencapai Target 
tahun 2010-2011 

Rp (000) 
N 
o 

Jenis-jenis 
Retribusi 

2010 2011 

Target Realisasi % Target Realisasi % 
1. R. Terminal 1.250.000 958.241 76,66 1.525.000 1.2481.180 81,85 
2. R. Tempat 

Rekreasi dan 
Olahraga 

80.000 27.555,5 34,44 162.557 15.000 9,23 

3. R.Penyebera 
ngan di Air 

n.ooo 8.400 76,36 11.550 3.730 32,29 

4. R. Pelayanan 
Pasar 

90.000 53.535,5 59,48 90.000 51.708 57,45 

5. R. Gedung/ 
Aula 

14.100 6.000 42,55 30.000 4.150 13,83 

6. R. Pelayanan 
Kebersihan 

75.000 59.860 79,81 115.000 67.453 58,66 

Sumber: Dinas PPKAD OKI Taliun 2012 

Berdasarkan tabel I . l dapat dilihat beberapa jenis retribusi yang belum 

efektif atau tidak mencapai target yang menyebabkan turunnya PAD. Salah 

satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah 

yaitu penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang ada. 

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset DAerah (DPPKAD) 

Kabupaten OKI sebagai unsur peiaksana dibidang PAD dan pendapatan 

lainnya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan di 

pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas 

untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan penggabungan bagian 

keuangan dan bagian perlengkapan. 
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Hasil retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang 

memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu 

retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka 

untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Berikut adalah target dan 

realisasi retribusi daerah Pemerintah Kabupaten OKI. 

Y-abel I. 2 
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 

Pemerintah Kabupaten OKI 
Tahun 2010-2011 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2010 12.303.850.000,00 U.944.952.665,00 97, 08% 

2011 12.805.871.926,00 12.626.667.520,00 98,6% 

Sumber : Dinas PPKAD OKI Tahun 2012 

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah 

Kabupaten OKI mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 

tahun 2010 dan 2011 penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI sudah 

efektif namun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas 

PPKAD. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak 

Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan 

Komenng lUr (OKI). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target 

penerimaan retribusi daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dilakukan dalam penelitian yang dilaksanakan 

penulis pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan iimu pengetahuan penulis mengenai faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. 

2. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target 

penerimaan retribusi daerah. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis. 



BAB n 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Sebagai bahan masukan, penulis melihat penelitian sebelumnya 

yaitu .\ndika (2008) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang 

Memepengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peubah yang memberikan 

pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan penerimaan retribusi 

daerah adalah Jumlah Penerbitan Akta dan Catalan Sipil dengan koefisien 

sebesar 1,80, tingkat inflasi dengan koefisien sebesar 0,26, jumlah rumah 

sakit dan puskesmas dengankoefisien sebesar 6,53, jumlah pendapatan 

perkapita dengan koefisien sebesar 0,97 dan jumlah kendaraan dengan 

koefisien sebesar 1,74. Sementara itu, kebijakan otonomi daerah 

berpengaruh nyata namun berhubungan negatif dengan penerimaan 

retribusi daerah, sedangkan panjang jalan dan jumlah penduduk tidak 

berpengaruh nyata dengan penerimaan retribusi daerah. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sani (2011) dengan judul 

Mekanisme Pemungutan Retribusi Jeruk sebagai Upaya untuk 

Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten S ^ f i ) ^ - ^ 

file:///ndika
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.. Variabel dalam penelitian ini yang pertama, yaitu mekanisme 

pemungutan retribusi jeruk dengan indikator sistem langsung dan sistem 

tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme 

pemungutan retribusi jeruk yg baik adalah dengan cara langsung, dan 

faktor-faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan retribusi jeruk 

tahun 2008-2009 yaitu, kurangnya kesadaran para pengumpul jeruk dalam 

membayar retribusi jeruk yang terutang, kurangnya sumber daya manusia 

yang ditugaskan untuk memungut retribusi jeruk., kurangnya sosialisasi 

dan optimalisasi program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, tarif 

retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dianggap terlalu rendah, 

sehingga perlu dinaikkan lagi, dan pemerintah sampai saat ini masih 

mencari pendekatan yang tepat kepada para pengusaha atau pengumpul 

jeruk. 

Perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andika 

(2008) dengan penelitian penulis yaitu pada tempatnya, penelitian 

sebelumnya dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Sani (2012) perbedaannya, yaitu penelitian 

sebelumnya hanya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

turunnya penerimaan atau tidak tercapainya target penerimaan retribusi 



s 

jeruk saja, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang faktor-faktor 

penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah secara 

umum. 

B. Landasan Teori 

1. Retribusi Daerah 

a. Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut Mardiasmo (2002: 100), retribusi daerah 

merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Secara 

umum Retribusi merupakan salah satu unsur PAD disamping hasil 

pajak daerah yang sah. Secara umum retribusi adalah pembayaran 

wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu 

yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara pribadi atau 

badan. 

Menurut Indra dan Gatot (2003: 90), retribusi daerah adalah 

pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan 

dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh 

pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang beriaku. Sejalan dengan usaha 

pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil retribusi 

daerah, maka diharapkan pemerintah dapat melakukan pendekatan 
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kepada masyarakat dan dunia usaha dengan cara memenuhi 

pelayanan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memberikan 

pelayanan secara efisien dan praktis. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-

fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah bagi kepentingan 

masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang beriaku. 

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Menurut UU No.28 tahun 2009, retribusi daerah dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1) Retribusi Jasa Umum 

Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu: 

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b) Retribusi Pelayanan Persampahan^Kebersihan; 

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil; 

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Teri Jalan Umum; 
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f) Retribusi Pelayanan Pasar; 

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

j ) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

2) Retribusi Jasa Usaha 

Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada 

dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha, yaitu: 

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c) Retribusi Tempat Peleiangan; 

d) Retribusi Terminal; 

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

g) Retribusi Rumah Potong Hewan; 

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
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j ) Retribusi Penyebcrangan di Air; dan 

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

Jasa perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 

keuangan, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan 

prasarana, atau fasiiitas tertentu guna mehndungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu: 

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c) Retribusi Izin Gangguan; 

d) Retribusi Izin Trayek; dan 

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Sifat-sifat Retribusi Daerah 

Retribusi daerah dalam pelaksanaanya mempunyai dua 

sifat, yaitu: 
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1) Retribusi yang sifatnya umum 

Maksudnya bahwa pungutan mempunyai sifat beriaku secara 

umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu 

jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya bagi 

mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun 

hanya sehari tetap dikenakan retribusi. 

2) Retribusi yang pungutannya bertujuan 

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi 

pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memproleh 

jasa, manfaat dan kegunaan dari fasiiitas yang disediakan oleh 

pemerintah daerah, misalnya kewajiban retribusi yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan akta kelahiran. 

d. Objek dan Subjek Retribusi Daerah 

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu 

yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang 

diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, 

tetapi hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial 

ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri dari tiga 

kelompok, yaitu: 
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1) Jasa Umum 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau Badan. 

2) Jasa Usaha 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 

yang meliputi: 

a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan 

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; 

dan atau 

b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

3) Jasa Perizinan Tertentu 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 

tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasiiitas tertentu gima mehndungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, subjek retribusi terdiri dari tiga kelompok, yaitu: 
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a) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan^menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. 

b) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan. 

c) Subjek retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah 

daerah. 

e. Ciri-ciri Retribusi Daerah 

Menurut Marihot (2005: 7), beberapa ciri yang melekat 

pada retribusi daerah saat ini adalah: 

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan 

Undang-Undang Peraturan Daerah (Perda). 

2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah. 

3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi 

atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas 

pembayaran yang dilakukannya. 

4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 
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5) Sanksi yang dikenakan retribusi daerah adalah seacra ekonomi, 

yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan 

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

f. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: 

1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan maayarakat, aspek keadilan, dan 

efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

2) Prinsip dan sasaran penetapan besamya tarif retribusi jasa usaha 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh 

biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

g. Cara Penetapan Tarif Retribusi Daerah 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa cara 

penetapan tarif retribusi, yaitu besamya retribusi yang harus 

dibayar terhutang oleh orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian 
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berdasarkan: 

1) Tingkat Penggunaan Jasa 

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas 

pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul 

daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, tetapi 

ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah 

diukur. Dalam ha! ini tingkat penggunaan jasa mungkin 

ditaksir berdasarkan rumus. 

2) Tarif Retribusi 

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang 

ditetapkan untiik menghitung besamya retribusi yang 

terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau diadakan 

pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan 

sasaran tani tertentu. Besamya tarif dinyatakan dalam mpiah 

perunit tingkat penggunaan jasa. 

h. Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan 

retribusi, yaitu; 

1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan 

retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
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2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat benjpa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari 

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 

(STRD). 

4) Penagihan retribusi terutang sebgaimana dimaksud pada ayat 

(3) didahului dengan surat teguran. 

5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan 

peraturan Kepala Daerah. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian PAD 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan PAD 

adalah penerimaan yang diperoieh daerah dari sumber-sumber 

daiam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

Menurut Mardiasmo (2002: 132), PAD adalah penerimaan 

daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan iain-lain 
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PAD yang sah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah 

dalara memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja 

daerah. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa PAD merupakansunber penerimaan daerah 

yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

PAD yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

b. Unsur-unsur PAD 

Menurut Abdul (2007: 101), unsur-unsur PAD terdiri dari: 

1) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang beriaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
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disediakan dan./atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah 

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba 

perusahaan milik daerah merupakan salah satu sumber yang 

sangat potensial. Perusahaan milik daerah adalah badan usaha 

yang dimiliki oleh daerah dimana pembenlukan, 

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau 

pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perusahaan 

daerah seperti, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank 

Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, 

perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang 

memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD. 

4) Lain-lain PAD yang sah 

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini 

disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain 

dari tiga unsur PAD lainnya, meliputi hasil penjualan aset 

daerah yang tida dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 

penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, 

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan, pendapatan denda, dan lain-lain. 
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3. Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak Tercapainya Target 

Penenmaan Retribusi Daerah 

Menurut Dwi (2010; 10), menyatakan bahwa faktor penyebab 

belum optimalnya retribusi sebagai salah satu sumber PAD dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

a, Faktor penyebab langsung 

Merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara 

langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila 

faktor diatasi, maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap 

pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi; 

1) Masih tingginya tingkat kebocoran d ^ kelolosan. 

2) Berkurangnya jenis objek penerimaan. 

b. Faktor-faktor penyebab tak l^gsung 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak 

langsung terhadap sasaran, oleh karena itu apabila diatasi maka 

tidak mempunyai pengaruh pada akibat yang disebabkan oleh 

faktor penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi: 

1) Sistem penentuan target didasarkan pada data histories. 

2) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi. 

3) Fasiiitas retribusi yang tidak digunakan sepenuhnya oleh 

masyarakat. 



4) Terbatas sumber daya atau petugas operasional dilapangan. 

5) Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan 

retribusi. 

6) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan. 

7) Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan 

dilapangan. 

Upaya-upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi daerah 

Menurut Yenni (2012: 6-7), upaya-upaya yang dapat dilakukan 

dalam meningkatkan retribusi daerah sebagai salah satu unsur PAD, 

beberapa diantaranya: 

a. Intensifikasi 

Intensifikasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

jumlah peenrimaan retribusi daerah dengan tidak mengubah 

sumber penerimaan atau dengan kata lain bagaimana cara 

mengelola yang telah ada menjadi sumber penerimaan daerah yang 

baik dengan mengidentifikasi pemungutan retribusi daerah dan 

mengefisiensikan pada subjek dan objek yang sudah dikenakan 

pajak sebelumnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu: 

1) Meningkatkan pengetahuan tentang retribusi daerah. 

2) Meningkatkan manajemen dalam bentuk pembenahan 

administrasi. 

3) Meningkatkan mutu pelayanan. 



4) Penyesuaian terhadap tarif 

Ekstensifikasi 

Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan 

retribusi daerah dengan cara mempeluas dan menambah sumber-

sumber penerimaan baru. 



BAB I H 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi menurut Sugiyono 

(2010: 5-16), yaitu: 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih {independenf) tanpa 

membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membanding

kan, pada penelitian ini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel 

mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang 

berbeda. 

3. Penelitian Asosiatif 

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di 

Kabupaten OKI. 

23 
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B. Lokasi Penelitian 

IvOkasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI yang beralamat di Jl. Letnan 

Dhama Jambi No.161 Kayuagung Provinsi Sumsel 30611 Telp (0712) 

321278. 

C . Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah suatu defmisi yang diberikan pada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Penelitian yang 

dilakukan ini menggunakan operasionalisasi variabel yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel IIL3 
Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator 
1 Fflktnr Faktor-faktor vanp 

I C u V V V i lUXVli^.'X T C U X ^ 

1 Masih tinppinva tinpkat 
npnvphab Hanat kebocoran dan kelolosan 

mpmopnpanibi 2 Rerkiirannnva ienis ohiek 
^« V I l Y U I u x i ^ x x T C* 1VXXX^ V 7 1 v x v secara lanpsunp oenerimaan 

L.rvxXvx 111 It HI 1X« tprbadao npnranaian 

Z. E~i 
Faktor 

Faktor-faktor yang — —-— — ^ — — 
1. Sistem penentuan target penycDaD r i i T \ o T 

Udpal 
/XI /x<ic*x**l/' o t x t \ o / 1 ix / H o t o 

uiudSdrKdu pdua udid uaaK mempengdruni nisioris. 
idngsung. ScLoTa llCIdK. Z- ocium cicKLiinya 

tdngsung lerndcidp pemoeriaKuan sanKsi. 
pencapaian sasaran. X TlOf^llt4'Of* rXI 1f*l /4 n 

J . rasiuias reinousi aaeran ydng uuoK uigundKdn 
sepenuhnya oleh 
masyarakat. 

*t. 1 erodias sumoer oaya aiau 
petugas operasional 
dilapangan. 

5. Adanya campur tangan 
pihak ketiga dalam 
pemungutan retribusi. 

6. Kurangnya sarana dan 
prasarana untuk operasional 
dilapangan. 

7. Belum efektifnya sistem 
pengendalian dan 
pengawasan dilapangan. 

Sumber: Penulis, 20 12 

D. Data yang diperlukan 

Dilihat dari sumbemya menurut (Nur & Bambang, 2009: 146) data 

terdiri dari, yaitu: 

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoieh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 
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2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoieh 

penebti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoieh dan 

dicatat oleh pihak lain). 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yang berupa laporan target dan realisasi Retribusi Daerah tahun 

2010-2011. 

E . Teknik Pengumpulan Data 

Menunjt Sugiyono (2010: 194-203), menyatakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian adalah: 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematik. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi. 

3. Angket (Kuisioner) 

Angket (Kuisioner) yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden untuk diiisi. 

4. Dokumen 

Dokumen adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. 
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F . Analisis Data dan Teknik Analisis 

Analisis data menurut (Nur 8c Bambang, 2009: 12) terdiri dari, yaitu: 

1. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik. 

2. Analisis Kualitatif 

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social 

berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang hipotesis, 

kompleks dan rinci. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif, dengan cara mengiiraikan faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi 

daerah di Kabupaten OKI. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Basil Penelitian 

1. Gambaran Umum Dinas PPKAD O K I 

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten OKI, maka 

dibentuklah Dinas PPKAD yang merupakan penggabungan Dinas 

Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan, sebagai tindak lanjut 

daripada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten OKI yang 

merupakan unsur peiaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh 

seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

Adapun tujuan dari Dinas PPKAD adalah: 

• Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh jajaran 

pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah 

• Fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan 

perubahan 

• Dapat diukur 

• Pendorong kinerja 

• Kesesuaian dengan visi dan misi 

• Mudah dipahami 

28 
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Fungsi dan Tugas Pokok Dinas PPKAD Kabupaten O K I 

Fungsi Dinas PPKAD, yaitu: 

a. Pengelolaan urusan Umum, Keuangan dan Perencanaan; 

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah; 

e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengawasan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang beriaku; dan 

f. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

mempunyai tugas pokok melaksaneikan urusan pemerintahan 

daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Visi dan Misi Dinas PPKAD 

Adapun visi dari Dinas ini adalah menuju pelayanan prima 

dalam menggali pendapatan daerah, mengelola keuangan daerah dan 

asset daerah tahun 2014. 

Adapun misi dari Dinas ini adalah : 

• Tepat dalam pelunasan pajak dan retribusi daerah 

• Efisien dalam pengelolaan keuangan daerah 

• Efektif pemanfaatan aset daerah 



30 

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas PPKAD 

Untuk menjaiankan tugas yang dibebankan kepada Dinas 

PPKAD, maka Dinas PPKAD Kabupaten OKI mempunyai struktur 

organisasi sebagaimana tertuang daiam Perda Nomor 6 Tahun 2010, 

yaitu: 

a. Kepala Dinas 

1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 

2) Fungsi Kepala Dinas, yaitu: 

a) pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan, Umum, dan 

Kepegawaian 

b) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, 

pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang Pendapatan 

Daerah; 

c) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah APBD dan APBD 

Perubahan; 

d) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis 

pengelolaan, pengumpulan dalam penyusunan rencana 

pengadaan, pemeliharaan, dan mengamankan Aset Daerah; 

e) perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

merencanakan, mempersiapkan, mengolah, meneiaah serta 
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menyusun kebijaksanaan teknis dan program dibidang 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

f) pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna 

melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas 

pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan yang 

beriaku; 

g) penelitian dan pengembangan yang meliputi segala 

kegiatan usaha untuk menyelenggarakan, menggali, 

meneliti, dan mengembangkan serta menumbuhkan 

hubungan untuk melaksanakan dan meningkatkan tugas di 

bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Sekretariat Dinas 

Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu: 

a) bagian sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan teknis 

administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan 

arsip, kepegawaian dan penatausahaan keuangan SKPD 

(DPPKAD); 



32 

b) Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan anggaran RKA 

SKPD; 

c) mengkoordinir penyusunan DPA SKPD; 

d) Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas SKPD; 

e) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang beriaku 

untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

f) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-

masing agar memahami tugasnya; 

g) Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian 

tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan tancar; 

h) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan 

bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui 

laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang 

terjadi; 

i) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan 

prodiiktifitas kerja dan pengembangan karier; 

j ) Mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai 

permasalahannya agar penyampaian ketempat tujuan tepat 

waktu; 

k) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi 

ketatausahaan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok 

dapat terlaksana dengan lancar; 
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1) Mengendulikan pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan dan hukum sesuai dengan 

kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

m) Mengkoordinir penyusunan program kerja dinas SKPD 

berdasarkan masukan dari satuan kerja agar tercapai sasaran 

yang telah ditentukan; 

n) Mengkoordinir pemberian pelayanan administrasi kepada 

seluruh satuan unit kerja sesuai permasalahannya agar 

pelaksanaan tugas dapat beijalan lancar; 

o) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan dan 

monitoring sesuai program yang telah ditetapkan untuk 

mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi; 

p) Memimpin Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 

Sekretariat dinas terdiri dari 3 kepala sub bagian, yaitu: 

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

tugas: 

a) menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bag 

umum daan kepegawaian; 

b) menyelenggarakan pelayanan Administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan; 
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c) menginventarisir pengadaan, mengelola, dan memelihara 

serta pengamanan alat-alat perlengkapan dan perpustakaan; 

d) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik 

internal maupun ekstemal (Badan Kepegawaian Daerah); 

e) mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai 

pemasalahannya agar penyampaian ketujuan tepat waktu; 

f) mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi 

ketatausahaan dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan agar 

kegiatan dapat beijalan dengan lancar; 

g) mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan 

keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit 

untuk mendukung pelaksanaan tugas; 

h) mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan 

dengan bidang kepegawaian; 

i) menyiapkan dan mengolah data yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian; 

j ) menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; 

k) menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk 

pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan; 

1) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; 

m) membina dan memotivasi bawahan dalam upaya 

peningkatan prodiiktifitas kerja dan pengembangan karier; 

n) memberi saran dan pendapat kepada atasan; 



35 

0) melaksan^an tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 

a) menghimpun dan menyiapkan bahan imtuk keperluan 

anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor; 

b) mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran; 

c) meneliti kelengkapan SPP yang disampaikan oleh 

bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 

d) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan 

SPP-LS gaji dan timjangan PNS serta penghasilan lainnya 

yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan perundang-

undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

e) melakukan verifikasi SPP; 

f) menyiapkan SPM; 

g) melakukan verifikasi harian atas penerimaan SKPD; 

h) melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan 

keuangan SKPD; 

1) mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas 

bendaharawan dan pembuat daflar gaji; 
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j ) menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuli pendidikan dan 

pelatihan; 

k) membenkan saran, masukan, dan pertimbangan kepada 

Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu 

dilakukan di bidang tugasnya; 

1) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas: 

a) menyusun program kegiatan pada Dinas Pendapatan, 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baik program jangka 

pendek, menengah, dan panjang; 

b) menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai 

dengan kebutuhan; 

c) mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir 

pelaksanaan kegiatan; 

d) bersama Sub Bagian Keuangan menyiapkan data dan 

laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program 

kerja secara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang menangani perencanaan dan keuangan; 
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e) memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada 

Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu 

dilakukan di bidang tugasnya; 

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 

c. Kepala Bidang Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas, yaitu: 

a) Melakukan pendaftaran/ pendataan, penetapan, dan penagihan 

yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah; 

b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan 

daerah dari PAD, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi, yang mencakup Bagi Hasil Pajak, Bagi 

Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Lain-Lain; 

c) Membuat prakiraan/ asumsi rencana penerimaan pendapatan 

daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah; 

d) Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

e) Meningkatkan dan mengembangkan pontensi sumber-sumber 

pendapatan daerah; 

f) Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah, dan pajak-

pajak lainnya; 
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g) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, yaitu: 

a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta 

penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerimaan 

lainnya sesuai dengan kewenangannya; 

b) Menyelenggarakan tugas penagihan pajak dan retribusi daerah 

serta penerimaan lain sesuai dengan kewenangannya; 

c) Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap 

penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai 

dengan kewenangannya; 

d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi 

pajak dan retribusi, serta pendapatan lainnya. 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu: 

1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan 

Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas, 

yaitu: 

a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak 

daerah; 
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b) Melakukan proses penetapan pajak dan retribusi daerah 

berdasarkan ketentuan dan sistem serta prosedur yang 

beriaku; 

c) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan 

objek pajak daerah; 

d) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD 

) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD); 

e) Menerbitkan kartu data wajib pajak / retribusi daerah ; 

f) Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan retribusi 

daerah; 

g) Melaporkan hasil ketetapan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

h) Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan dan 

penggunaan benda berharga yang berkaitan dengan pajak 

dan retribusi daerah; 

i) Menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan 

banding serta mengumpulkan data dan mengelola data 

sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang beriaku; 

j ) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan. 
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2) Kepala Seksi Penagihan 

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas, yaitu; 

a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan 

dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ; 

b) Melaksanakan kegiatan penagihan ke Wajib Pajak Daerah 

dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang beriaku ; 

c) Membuat laporan dan merekapitulasi hasil pelaksanaan 

penagihan pajak daerah ; 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh 

atasan. 

3) Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya 

Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya 

mempunyai tugas, yaitu: 

a) melakukan pemantauan penerimaan pendapatan daerah 

berupa pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya; 

b) menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan 

informasi Dana Bagi Hasil serta Dana Perimbangan; 

c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan; 

d) menyusun rencana pendapatan dari dana perimbangan; 
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e) pengelolaan proses penerimaan dana perimbangan dari 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang menjadi 

hak daerah; 

f) melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan 

keuangan yang bersumber dari pendapatan lain-lain diiuar 

pajak dan bukan pajak; 

g) melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah 

dan sumber-sumber pendapatan yang sah; 

h) melakukan koordinasi ke dinas-dinas/ instansi-instansi 

tentang penerimaan pendapatan daerah; 

i) melakukan rekonsiliasi realisasi dana perimbangan dengan 

satuan kerja terkait; 

j ) mengevaluasi penerimaan Dana Bagi Hasil dan Dana 

Perimbangan disetiap SKPD penerima; 

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

d. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas, 

yaitu: 

a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

kegiatan penyusunan rencana dan program keija di sub bidang 
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anggaran sub bidang perbendaharaan dan sub bidang belanja 

pegawai; 

b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan penganggaran perbendaharaan dan 

belanja pegawai; 

c) Menyusun rencana operasional kerja bidang anggaran 

berdasarkan program dan sasaran dari masingmasing unit 

pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan 

perubahan APBD; 

e) Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan 

APBD serta pengesahannya; 

0 Penyiapan bahan pelaksanaan APBD; 

g) Penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah 

pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, 

penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah; 

h) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan Administrasi Keuangan 

i) Membuat penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah. 
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Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan lerdiri dari 3 kepala 

seksi, yaitu: 

1) Kepala Seksi Anggaran 

Kepala Seksi Anggaran mempunyai tugas, yaitu: 

a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan penganggaran; 

b) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bidang 

Anggaran berdasarkan ketentuan yang beriaku; 

c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis dalam penyusiman APBD; 

d) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka 

penyusunan rencana perubahan APBD; 

e) Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan 

bidang anggaran; 

f) Memberikan Petunjtik teknis perencanaan bagi satuan keija 

perangkat daerah (SKPD); 

g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai 

dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h) Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) SKPD diiingkungan Pemerintah Daerah; 
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i) Menerima dan mengolah Dokumen Peiaksana Anggaran 

(DPA)/Dokumen Peiaksana Perubahan Anggaran (DPPA) 

dan Dokumen Peiaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) 

SKPD diiingkungan Pemerintah Daerah; 

j ) Menganahsa rencana anggaran belanja daerah; 

k) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan 

berkala tentang perkembangan penyusunan APBD. 

2) Kepala Seksi Perbendaharaan 

Kepala Seksi Perbendaharaan mempimyai tugas, yaitu: 

a) Menyiapkan SPD (Surat Pencairan Dana), menyiapkan 

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); 

b) Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar 

(SPM), menetapkan penerbitan dan sural penolakan 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 

menyusun serta mengelola DPA-PPKD 

c) Menguji kebenaran SPM dari setiap SKPD; 

d) Menerima, menyimpan, dan membayar uang daerah sebagai 

fiingsi kas daerah; 

e) Menyiapkan anggaran kas, menyusun Laporan Arus Kas 

serta memantau pelaksanaan APBD; 

f) Menunjuk bank operasional untuk melakukan penerimaan 

dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah; 
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g) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang 

ditunjuk; 

h) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan daiam 

pelaksanaan APBD; 

i) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat 

Pengguna Anggaran atau beban rekening kas umum daerah; 

j ) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan. 

3) Kepala Seksi Belanja Pegawai 

Kepala Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas, yaitu: 

a) Membantu atasan dalam bidang tugasnya; 

b) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPM belanja 

pegawai pada belanja langsung SKPD dalam Kabupaten 

Ogan Komering Ilir; 

c) Menerbitkan SP2D belanja pegawai pada belanja tidak 

langsung SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

d) Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 

PNS Pensiun atau Mutasi keluar Kabupaten OKI; 

e) Memeriksa kebenaran SK Perubahan (SK Pangkat, SK 

Berkala, Timjangan Jabatan, dan Tunjangan Keluarga) serta 

mengedit data gaji; 

f) Membuat Daftar Gaji PNS/ CPNS dalam Kabupaten OKI; 
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g) Menyusun Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak 

Langsung SKPD dalam Kabupaten OKI; 

h) Membuat SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) belanja 

pegawai pada Belanja Tidak Langsimg; 

i) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan. 

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas, yaitu: 

a) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan 

penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi; 

b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah; 

c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah mauptm 

akuntansi SKPD; 

d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan 

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

e) Melakukan verifikasi atas SP2D yang telah terbit apakah telah 

sesuai dengan ketentuan yang beriaku; 

f) Melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan 

daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

g) Menghimpun dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah; 
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h) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; 

i) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala 

tentang laporan keuangan daerah. 

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Kepala Seksi, 

yaitu; 

1) Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan 

Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas, 

yaitu: 

a) Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran; 

b) Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan; 

c) Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi 

penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas pada 

SKPD berdasarkan transaksi dan bukti yang sah; 

d) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2) Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan 

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas, yaitu: 
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a) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang 

berhubungan dengan akuntansi pemerintah daerah; 

b) Menyiapkan rancangan perda tentang kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah; 

c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah 

daerah maupun akuntansi SK.PD; 

d) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang 

berhubungan dengan laporan keuangan daerah; 

e) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

f) Melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas; 

g) Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan 

laporan keuangan SKPD; 

h) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran 

setiap satuan kerja; 

i) Melaksanakan penyusunan laporan arus kas secara periodik 

kepada kepala daerah; 

j ) Membuat laporan keuangan setiap semester (penyusunan 

laporan semester); 
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k) Menyiapkan laporan keuangan tahunan berkailan dengan 

pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan 

APBD; 

1) Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

f. Kepala Bidang Aset dan Investasi 

Kepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas, yaitu; 

Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, 

menyusun rencana pengembangan melalui perumusan tujuan, 

sasaran dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan investasi 

daerah serta evaluasi atas pelaksanaannya, merumuskan 

kebijaksanaan pelaksanaan dan pengelolaan barang milik daerah 

serta investasi daerah. 

Fungsi Kepala Bidang Aset dan Investasi, yaitu: 

a. Menyusun program kerja Bidang Aset dan Investasi. 

b. Mengkaji dan menilai barang milik daerah. 

c. Menyimpan dokumen dan memelihara barang milik daerah. 

d. Mengoptimalkan Pemanfaatan barang milik daerah. 

e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang 

milik daerah. 
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f. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dalam 

melaksanakan investasi dalam dan luar negeri. 

g. Melaksanakan pembinaan administrasi Badan Usaha Mil ik 

Daerah (BUMD) yang terdiri dari perusahaan Daerah, Bank 

Pembangunan Daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan 

(BUKP). 

h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program 

Bidang Aset dan Investasi. 

Kepala Bidang Aset dan Investasi terdiri dari 3 Kepala Seksi, yaitu: 

1) Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Investasi Daerah 

Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Investasi Daerah 

mempunyai tugas, yaitu: 

a) Menyusun Standarisasi barang, Standarisasi Harga Barang 

dan Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah; 

b) Menghimpun dan menganalisis usulan dan rencana 

kebutuhan barang SKPD dan rencana kebutuhan 

pemeliharaan barang SKPD; 

c) Menyusun rencana daftar kebutuhan barang dan rencana 

pemeliharaan Barang milik daerah; 

d) Menyusun rencana pengembangan investasi daerah; 

e) Melakukan proses dalam rangka pelaksanaan investasi 

daerah; 
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f) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

2) Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah 

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas, yaitu: 

a) Memproses dan mengusulkan penunjukkan 

pengurus/penyimpan barang pada setiap SKPD; 

b) Menganahsa dan melakukan proses admininistrasi usulan 

penggunaan barang milik daerah; 

c) Menganahsa dan melakukan proses administrasi dan 

penghapusan aset daerah; 

d) Menganahsa dan melakukan proses perubahan status hukum 

barang milik daerah; 

e) Menyusun rencana pemanfaatan barang barang milik daerah; 

f) Menganahsa dan melakukan proses pemanfaatan barang 

milik daerah; 

g) Melakukan monitoring proses pengelolaan aset daerah; 

h) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

3) Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Aset Daerah 

Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Aset Daerah 

mempunyai tugas, yaitu: 
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a) Mendata, mencatat dan menyusun laporan inventarisasi 

daerah. 

b) Melakukan penatausahaan barang milik daerah. 

c) Menyiapkan laporan yang berkenaan dengan penatausahaan 

dan penilaian barang milik daerah. 

d) Melakukan administrasi penyimpanan barang pada setiap 

SKPD. 

e) Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan melengkapi 

dokumen/bukti sah kepemilikan barang milik daerah. 

f) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

g. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas, yaitu: 

a) Melakukan pendataan dan pengukuran objek Pajak Bumi dan 

Bangunan; 

b) Membuat prakiraan/ asumsi rencana penerimaan PBB dan 

BPHTB; 

c) Melakukan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan; 

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan 

BPHTB. 
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Fungsi Kepala Bidang PBB dan BPHTB, yaitu: 

a) Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

b) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); 

c) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta 

penetapan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangiman; 

d) Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap 

wajib PBB; 

e) Menerima laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 

penerimaan BPHTB. 

Kepala Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Kepala Seksi, yaitu 

1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas, 

yaitu: 

a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan; 

b) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan 

objek PBB; 

c) Melaksanakan dan menerima proses penyelenggaraan 

BPHTB; 
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d) Menerima laporan keberatan, pengurangan, dan 

penghapusan dari wajib pajak terhadap objek Pajak Bumi 

dan Bangunan; 

e) Meneliti dan memproses laporan wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun 

penghapusan wajib pajak atau objek PBB; 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan 

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan mempunyai 

tugas, yaitu: 

a) Melaksanakan pengolahan data PBB dan BPHTB; 

b) Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan 

mengevaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali kecuali objek 

pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayah; 

c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

PBB kepada Wajib Pajak; 

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugasnya. 
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3) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan 

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan mempunyai 

tugas, yaitu: 

a) Menerima laporan keberatan, pengurangan, dan 

penghapusan dari wajib pajak terhadap objek Pajak Bumi 

dan Bangunan; 

b) Meneliti dan memproses laporan wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun 

penghapusan wajib pajak dan atau objek PBB; 

c) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan; 

d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PBB dan 

BPHTB; 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugasnya. 
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B. Pembahasan Hasil Peneiitiau 

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target 

Penerimaan Retribusi Daerah 

Dalam pembahasan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan 

penerimaan pemerintah dari sektor retribusi tidak pemah tercapai sehingga 

pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada 

masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari data-

data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dan 

dokumentasi, maka faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya 

target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI, yaitu: 

a. Faktor Penyebab Langsung 

1) Masih Tingginya Tingkat Kebocoran dan Kelolosan 

Kebocoran atau kelolosan penerimaan PAD yang 

bersumber dari penerimaan retribusi dapat berakibat tidak 

primanya layanan dan pembangunan di suatu daerah dan 

menyebabkan turunnya penerimaan PAD. Menurut hasil 

wawancara dengan salah satu pegawai retribusi mengatakan salah 

satu penyebab adanya kebocoran dan kelolosan ini dikarenakan , 

masih banyak wajib retribusi yang tidak mau membayar atau 

menunggak retribusi. Mereka beranggapan bahwa iuran retribusi 

yang mereka bayar tidak sesuai dengan apa yang mereka peroleh. 
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2) Berkurangnya Jenis Objek Penerimaan 

Pencapaian target retribusi pada beberapa jenis retribusi 

tidak dapat terpenuhi dikarenakan objek retribusi berkurang. 

Berikut ini tabel tentang jumlah onjek retribusi: 

Tabel I V J 
Data Jumlah Objek Retribusi Daerah Kabupaten O K I 

Tahun 2010-20]! 

No Objek Retribusi Daerah Jumlah 
Objek 
2010 2011 

1. R. Pelayanan Pasar 65 65 
2. R. Penyebcrangan Di Air 21 13 
3. R. Gedung/Aula 6 6 

Sumber: Data sekunder, 2013 

Tabel IV.1 menggambarkan jumlah beberapa objek 

retribusi. Pada retribusi pasar dan retribusi gedung/aula jumlah 

objek retribusi tidak berubah dari tahun sebelumnya, sedangkan 

pada retribusi penyebcrangan di air terjadi penurunan yang cukup 

signifikan. Pengurangan jumlah objek ini terjadi di sungai yang ada 

di Kayuagung dan di Pedamaran. Banyak masyarakat yang tidak 

lagi menggunakan kendaraan diatas air tersebut karena sekarang 

banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi, seperti 

motor. Dulu tarif yang dikenakan untuk menyeberang memakai 

kendaraan diatas air murah, namun sekarang hampir sama saja 

dengan transportasi darat. Jadi bagi masyarakat yang belum 

memiliki kendaraan sendiri, mereka lebih memilih menggunakan 

transportasi darat yang lebih cepat dan praktis. 
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Faktor Penyebab Tidak Langsung 

1) Sistem Penetuan Target Didasarkan pada Data Historis 

Menurut hasil wawancara pada bagian umum dan 

administrasi Dispenda mengatakan masih banyak kelemahan dalam 

penentuan target retribusi, karena target penerimaan retribusi bukan 

ditetapkan oleh Dispenda melainkan ditetapkan oleh masing-

masing instansi yang memungut retribusi tersebut. Cara 

penyusunan realisasi data historis bersifat incrementalism^ yaitu 

dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item 

anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data 

tahun sebelumnya sebagai alasan untuk menyesuaikan besamya 

penambahan atau pengurangan dan pengukuran kinerja yang 

selama ini digunakan oleh dinas-dinas Kab. OKI. 

Penggunaan pendekatan realisasi data historis tidak 

memungkinkan untuk dilakukannya penilaian kinerja secara akurat, 

karena satu-satunya tolak ukur yang digunakan adalah semata-mata 

pada ketaatan dalam menambah atau mengurangi retribusi yang ada 

sebelumnya. Seharusnya untuk menentukan besamya target 

retribusi tidak hanya melihat data historis tetapi juga hams melihat 

dari aspek ekonomis, yaitu dengan melihat dan memperhatikan 

kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi. Serta 

penentuan besamya target retribusi juga hams didasarkan pada 

potensi retribusi yang ada di daerah tersebut 



) Belum Efektifhya Pemberlakuan Sanksi 

Belum efektifhya pemberlakuan sanksi mempakan salah 

satu faktor yang menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi. 

Penetapan sanksi hukum pada Pemerintah Kab. OKI belum dapat 

dijalankan sebagaimana mestinya, padahal telah ditetapkan sanksi 

penegakan. Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2007 pasal 18 

menyebutkan: 

1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah 

ini, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah). 

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) ini 

adalah pelanggaran. 

Meskipun dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga telah 

ditentukan sanksi pidana bagi waj ib retribusi yang tidak 

melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 

dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana 

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 

tidak atau kurang dibayar namun hal praktiknya belum 

dilaksanakan.. Namun sanksi tersebut tidak berpengaruh terhadap 

wajib retribusi, sebab wajib retribusi mampu membayar denda 

tersebut. 
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3) Fasiiitas Retribusi Daerah yang Tidak Digunakan Sepenuhnya Oleh 

Masyarakat. 

Pemerintah Kab. OKI telah menyediakan fasiiitas retribusi 

daerah yang dapat dimanfaatkan/digunakan oleh masyarakat/wajib 

retribusi yang bertujuan agar masyarakat merasakan kegunaan 

retribusi tersebut dan dapat mempermudah aparat dalam 

pemungutan retribusi. Kenyataannya penyediaan fasiiitas daerah 

yang telah disediakan oleh pemerintah belum digunakan oleh 

masyarakat pengguna fasiiitas tersebut. 

Menurut hasil wawancara dengan mayarakat sekitar, 

mengatakan bahwa salah satu retribusi gedung/aula, yaitu Gedung 

Juang (Lapangan Bulu Tangkis). Banayak masyarakat yang hobi 

bermain bulu tangkis enggan ke tempat tersebut karena tempatnya 

kurang strategis. 

4) Terbatas Sumber Daya Manusia atau Petugas Operasional di 

Lapangan 

Terbatasnya Petugas Operasional di lapangan atau aparat 

pemungut retribusi juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi 

daerah. Misalnya, pada retribusi terminal setiap harinya minimal 

ada 10 (sepuluh) aparat retribusi yang ada dilapangan. Aparat 

pemungut retribusi ini terbagi menjadi dua kelompok jadi masing-

masing 5 (lima) orang yang saiing kerjasama satu sama lain. Jadi 
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aparat pemungut retribusi bisa saiing menggantikan petugas 

laimiya jika mereka istirahat. Namun biasanya petugas pemungut 

retribusi terminal hanya ada 3 orang yang biasa ada dilapangan. 

Hal ini juga terjadi pada retribusi pelayanan kebersihan. 

Aparat retribusi yang memungut retribusi kebersihan diiingkungan 

pasar dan terminal yang dilakukan setiap harinya biasanya hanya 

ada satu atau dua petugas yang melakukan pemungutan retribusi. 

Seharusnya minimal 5 (lima) orang yang ditugaskan untuk 

memungut retribusi dimasing-masing titik yang telah ditentukan 

untuk setiap orang petugas. Sehingga dengan banyaknya petugas 

operasional dilapangan bisa membuat pekerjaan cepat selesai. 

Aparat retribusi juga terbatas karena susah untuk mencari orang 

yang mau melakukan pemungutan retribusi karena upah yang 

diterima tidak terlalu besar. 

5) Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi 

Dalam pengelolaan objek retribusi terkadang melibatkan 

pihak ketiga, hal ini menyebabkan hasil penerimaan retribusi 

menjadi berkurang karena harus dibagi dengan pihak ketiga 

tersebut. Misalnya, pada pengelolaan retribusi parkir banyak pihak 

ketiga yang ikut campur dalam pengelolaan retribusi parkir. Pihak 

ketiga tersebut, misalnya RT, RW, maupun preman. Seharusnya 

pihak ketiga tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan retribusi 
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parkir, karena dapat mengurangi pendapatan retribusi dan target 

tidak dapat tercapai. 

6) Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk Operasional di Lapangan 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam 

peningkatan PAD. Banyak wajib pajak dan retribusi daerah tidak 

mau membayar dikarenakan sarana dan prasarana yang ada masih 

kurang dan belum memadai. Misalnya yang teijadi pada retribusi 

tempat rekreasi dan olahraga, yaitu Wisata Danau Teluk Gelam. 

Salah satu tempat rekreasi Danau Teluk Gelam adalah kolam 

renang. Kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan pada bagian 

dalam kolam renang tidak ada pondok-pondok untuk berteduh 

sehingga pengunjung yang menemani keluarganya akan merasa 

kesusahan jika panas ataupun hujan. 

Dengan keadaan yang seperti itu masyarakat enggan untuk 

mengunjungi tempat tersebut yang mengakibatkan turunnya 

penerimaan retribusi. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan 

apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan publik untuk 

mendapatkan fasiiitas yang lebih baik, sehingga sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dinikmati dan 

dirasakan oleh pengguna fasiiitas tersebut. Jika masyarakat/wajib 

retribusi telah menikmati dan merasa puas dengan sarana dan 
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prasarana yang telah disediakan, maka akan memudahkan dalam 

pemungutan retribusi. 

7) Belum Efektifhya Sistem Pengawasan dan Pengendalian di 

Lapangan 

Pengawasan merupakan tingkatan manajemen yang 

meliputi kegiatan pengujian, dan pemantauan serta kimjungan staf 

untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat 

dilaksanakan berdaya guna, berhasil guna dan tepat waktu sesuai 

dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan sehingga kegiatan 

dan tujuan organisasi dapat dicapai. Menurut hasil wawancara 

dengan bagian umum Dispenda mengatakan petugas bagian 

pengawasan seringkali melalaikan dan tidak melakukan tugasnya 

dengan sungguh-sungguh. 

Pemberlakuan sanksi kepada petugas pemungutan retribusi 

yang dilakukan secara harian, bulanan maupun tahunan seringkali 

adanya penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum 

petugas peiaksana operasional yang telah ditunjuk oleh dinas 

masing-masing. Dalam hal ini dinas masing-masing melalui 

petugas pengawasan dan pengendalian memberikan peringatan 

secara lisan, maksudnya secara lisan yang pertama diberikan 

peringatan, kedua skorsing, ketiga pemberhentian. Namun 

kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan diterapkan 
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sebagimatia mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidaklegasan, 

kekeiuargaan atau hubungan darah dalam instansi. 

Upaya-upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah 

Untuk mengatasi rendahnya target penerimaan retribusi daerah, 

pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekatan, yaitu: 

a. Intensifikasi 

Intensifikasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

jumlah peenrimaan retribusi daerah dengan tidak mengubah 

sumber penerimaan atau dengan kata lain bagaimana cara 

mengelola yang telah ada menjadi sumber penerimaan daerah yang 

baik dengan mengidentifikasi pemimgutan retribusi daerah dan 

mengefisiensikan pada subjek dan objek yang sudah dikenakan 

pajak sebelumnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu: 

1) Meningkatkan Pengetahuan tentang Retribusi Daerah 

Yaitu meningkatkan penyuluhan kepada wajib retribusi, 

baik secara langsung maupun melaui media massa atau media 

elektronik, agar wajib retribusi menyadari retribusi daerah 

sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai 

pembangunan daerah. 

2) Meningkatkan Manajemen dalam Bentuk Pembenahan 

Administrasi 
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Meningkatkan manajemen dalam bentuk pembenahan 

administrasi dengan eara mempermudah urusan dalam 

organisasi dan mekanisme konlrol yang lebih baik. Sehingga 

lercapainya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam 

meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa. 

3) Meningkatkan Mutu Pelayanan 

Meningkatkan mutu pelayanan dengan menyederhanakan 

prosedur pembayaran retribusi daerah, tempat pembayaran 

yang lebih mudah dicapai, melengkapi prasarana yang cukup 

baik dengan berbagai kenyamanan pada lokasi pembayaran 

retribusi daerah. 

Ekstensifikasi 

Ekstensifikasi yaitu usaha untuk meningkatkan penerimaan 

retribusi daerah dengan cara menambah dan memperluas sumber-

sumber penerimaan baru serta mengaktifkan, mengembangkan dan 

menggali sumber-sumber penerimaan yang ada. Mobilitas dan 

faktor sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi 

penerimaan retribusi daerah sehingga perlu menjalin kerjasama 

dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi semua kemungkinan 

yang terjadi yang dapat mengurangi penerimaan retribusi daerah. 

Implikasi kebijakan penerimaan retribusi daerah yakni mencapi 
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terobusan baru sesuai ketentuan beriaku dan melakukan pendataan 

ulang terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. 

Upaya nyata yang bisa dilakukan, yaitu menambah sarana 

dan prasarana Danau Wisata yang ada di Teluk Gelam dengan 

membangun pondok-pondok tempat berteduh sehingga pengunjung 

tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Pada Retribusi 

Kebersihan, upaya yang bisa dilakukan yaitu aparat yang 

melakukan pemungutan retribusi sebaiknya diberikan kenaikan 

biaya operasional dan insentif sehingga aparat retribusi dapat 

bekerja dengan sepenuh hati dan melaksanakan tugasnya dengan 

baik. 

Pada Retribusi Penyebcrangan di Air, upaya yang bisa 

dilakukan yaitu mengaktifkan kembali kendaraan di atas air yang 

sudah tidak beroperasi lagi dan mengurangi tarifnya sehingga 

masyarakat juga tertarik untuk menggunakan kendaraan diatas air 

lagi. Pada retribusi Gedung/Aula sebaiknya harus memperhatikan 

faktor ekonomi masyarakat sekitar, yaitu dengan cara biaya sewa 

untuk Gedung/Aula tersebut jangan terlalu mahal sehingga 

masyarakat akan tertarik jika dengan harga yang cukup relatif 

murah. 



BAB V 

SIMFULAN DAN SAKAN 

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini penuiis akan memberikan 

simpulan dan saran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lidak Lercapainya 

target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan faktor-faktor yang 

menyebabkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan 

retribusi daerah di Kab. OKI yang disajikan pada bab IV, maka dapat 

diuraikan bebrapa kesimpulan, sebgai berikut: 

I . Faktor Penyebab Langsung 

a. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan 

Masih tinnginya tingkat kebocoran dan kelolosan masih banyak wajib 

retribusi yang tidak mau membayar iuran retribusL 

b. Berkurangnya jenis objek penerimaan 

Berkurangnya jebis objek penerimaan dikarenakan banyak 

masyarakat jarang menggunakan fasiiitas retribusi tersebut sehingga 

beberapa fasiiitas retribusi tidak beroperasi lagi. 

2. Faktor Penyebab Tidak Langsung 

a. Sistem penentuan target didasarkan pada data historis 

Dalam menentukan besamya target tidak hanya menggunakan data 

historis saja, namun juga harus memperhatikan aspek ekonomi^^ — 

ii ' 
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b. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi 

Belum efekliihya sanksi dikarenakan wajib retribusi yang 

melanggar hanya dikenakan sanksi administratif saja yang dendanya 

sanggup dibayar oleh wajib retribusi tersebut. 

c. Fasiiitas retribusi daerah yang tidak digunakan sepenuhnya oleh 

masyarakat 

Hal ini dikarenakan banyak masyarakat tidak menyadari 

pentingnya retribusi. 

d. Terbatas sumber daya atau petugas operasional dilapangan 

Terbatasnya sumber daya atau petugas dilapangan karena 

kurangnya aparat yang ditugaskan dari kantor. 

e. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi 

Campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi akan 

menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi karena harus dibagi 

dengan pihak ketiga tersebut. 

f. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan 

Kurangnya sarana dan prasarana akan menyebabkan masyarakat 

enggan menggunakan fasiiitas retribusi. 

g. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan d lapangan 

Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian dilapangan belum efektif karena tidak memberikan 

sanksi yang tegas. 
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Saran 

Berdasarkan simpulan yang dibuat, maka saran yang penulis dapat berikan 

untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi 

daerah di Kab. OKI, yaitu: 

1. Memperhatikan perencanaan penyusunan target retribusi daerah dengan 

tidak hanya melihat data historis saja. 

2. Mengoptimalkan sanksi kepada wajib retribusi. 

3. Meningkatkan penerimaan dengan melakukan perbaikan dan menambah 

sarana dan prasarana yang memadai. 

4. Meningkatkan bagian pengawasan lapangan. 

5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyrakat agar menyadari retribusi 

daerah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan 
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-113,61 
0,00 
0,00 
0,00 

11127 
9,61 

777,59 
0,00 

_17>47.150,00 
15.697.850,00 
1.749.3X,00 

0,00 

^16.971.000,00 
148.212.875,00 
30.909.500,00 

198.000,00 
37.650.625,00 

.5J36JC|1699,p0 
5.514.210.103,00 

22.599.596,00 

. 1186604.670,00 
97.297.520,00 

326.760.660,00 
175.156.050,00 
65 601 660.00 
U ,̂001.660,00 

491.642. iaO,X 
12.051.600,00 

134,21 
0,00 
13,46 
0,00 

J23,78 
136,23 
70,75 
9,00 

182,82 

_112,58 
112,99 
59,47 

^^58 
23,17 
46,02 

43734 
43/,j4 
140,47 
0,00 

_ 5,785,000,00 
(42.500.000,00) 

30.050.000,00 
__ 18.235.000,00 

_30,518.0a»,00 
(185.300.000,00) 

169.398.000,00 
46.420.000,00 

_ <447150,00 
15.697.850,00 

(U.2S0.700DO) 
0,00 

_ 41,688,000,00 
39.412.875,00 

(U.779.000,00) 
(2.002.000,00) 

_ 17.056.12S,M 

_918*89.708,00 
634.090.112,00 
(15.400.404,00) 

Qyj95J3Q,00) 
(322.702.480,00) 
(383.239.340,00) 

160.156.050,00 
en cm irr. — 

50.601.660,00 
141.642.180,00 
12.051.600,00 
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KOMUKSNXNG URAIAN ANOQARAN - REALUAK 
4k L f U H / (KURAHt) KOMUKSNXNG 

a/d PERIOOl LALU KRIODC INI TOTAL 
f U H / (KURAHt) 

rBstr A W W H w , U l 18.X5.0X,X 1B.095.0X,X 0,00 1 a nnc nnn nn 
1 0 . U 9 9 . UUUfUW 

4 . 1 . 1.11 Pajik Daerah Lainnya ^o^e._ 2-7Q5.0X^ 2JC&O00.X , IPLSO _ C A # V 1 A A A 

_ ^ _ 40,0X,W 
4 . 1 . 1.11 . 01 Pajak Industrl Daerah 2.e65.D0O,0t 0 ^ 2.705,0X1)0 2.70S.0X,X 101,K Jif\ /W\A A A 

4a.ooo,x 
4 .1 . 1 . 12 Pajak Potong Hewan 1 B rw, /^An ^ Pifip _ _ 2.256,0X,X _ _ Z._256JIX,X_ _15,04 _ / 4 •« ^AA A / V > A A \ 

_ Ul2^744,00DjXJ 
4 , 1 . 1. 12 . 01 Pajak Potong Hewan is.ooo.ooo.ot 0,00 Z.2S6.0X,X 2.2S6.0X,X 15,04 (12.744,0X,X) 

4 . 1 . 2 Hart Ratribuat Paarah 4 *s ^fv% o t n A n n A / 

12.303.850.000,OC 0,00 11.944.952.665,X 11.944.9S2.665,X 97,X /•%tptt d e w jukk 

(3S8.S97.335DQ) 
4 . 1. 2 . 01 Retfitusi Jasa Umum ^9.054.S00.000,« p,ep._ ?-4_13.68_l.lM,X 9..413J8U80,X_ .1C)3̂ 97 _ 3S9,181.1M,W 
4 .1 .2 .01 .01 Retnbusi Pelayanan Kesehatan 8.725.000.000,OC 0,00 9.X3.6U,0X,X 9.X3.611.0X,X 104,22 36e.611.0X,X 
4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retnbusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 75.000.000,OC 0,00 59.860.0X,X 59.860.0X,X 79,81 (15.140.0X,X) 
4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retnbusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 13.000.000,00 0,00 11.8X.0X,X 11.880.0X,X 91,38 (1.120.0X,X) 
4 . 1 . 2 . 01 . 06 Rebibusi Pelayanan Pasar 90.000.000,00 0,00 S3.535.0X,X 53.535.0X,X 59,48 (36.465.0X,X) 
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengyjian Kendaraan Bermotor 4 t̂fVX A A A aw 

15O.(XX).O(X),0C 
0,00 191.295.1X,X 191.Z95.1X,X 127,53 A 9 4 A A A A 

41.295.1X,X 
4 .1 . 2 . 01 . 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta l.SOO.0OO,0( OIX) 3.SX.0Xl)0 3.5X.0X,X 233,33 2.0X.0X,X 

4 . 1 . 2 . 02 Ratnbusi Jasa Usaha i,K9.3S0.000,0( tim. _ _ _l-656-5S7.940,X_ X6S6.557,940,X 90,55 (17279L060,X) 
4 . 1 . 2 ,02 . 01 Retrkxjsi Pemakaian Kekayaan Daerah 415.500.000,00 0,00 X3.42S.940,X X3.425.940,X 145,23 187.925.940,X 
4 . 1 . 2 ,02 .04 Retribusi Terminal 1.250.000.000,00 0,00 958.Z41,5XD0 9S8.241.5X,X 76,66 (291.7S8.5X,X) 
4 . 1 , 2 .02 .05 Retnbusi Tempat Khusus Parkir 0,00 o,x 5.ZX.0X,X 5.ZZ0.0X,X 0,X 5.220.0X,X 
4 . 1 . 2 .02 . OS Retntxjsl Rumah Potong Hewan 45.000.000,00 0.x Z3.6X.0X,X Z3.6X.0X,X 52,51 (21.370.0X,X) 
4 . 1 . 2 . 02 .10 Retnbusi Tempat Rekreasi dan Oi^vaga 80,000.000,00 o,x 27.555.5X,X 27.555.SX,X 34,44 (52.444.5X,X) 
4 . 1 . 2 . 02 .11 Retribusi Penyeberangan Di Air U.000.000,0( o,x 8.4X.0X,X 8.4X.0X,X 76,36 (2.6X.0X,X) 
4 . 1 . 2 .02 .14 Retnbusi Gedung/Aula/Asrama 14,100.000,01 o,x 6.QX.0X,X 6.0X.0X,X 42,55 (8.1X.0X,X) 
4 . 1 . 2 . 02 .17 Retribusi Jasa Konstruksi 4 4 A A A A h 

13.750.000,0 o,x 14.Z75.0X,X 14.275.0X,X 103,82 525.0X,N 
4 . 1 . 2 . 02 .18 Retnbusi Pasar Hewan 7.289.800,0 C ODO 9.810.0X,X 9.B10.0X,OC 74,31 9.810.0X,X 

4 . 1 . 2 . 03 Retnbusi Perizinan Tertentu L420.Q0O.OOOJ3 t . 0 ^ 874.713,545^ 874.713.S«,0( I . 61̂ 60 (545^^455,X1 
4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retnbusi bin Mendinkan Bangunan 200.000.000,0 ( ODO 240.1X,14S,X 240.1X.145,OI ) IZO,©* S 40.1M,145,X 
4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retnbusi bin Gangguan/Keramaian 6S.O0O.00O,C IC 01)0 85.411.0X1X1 a5.4ll.0X,0i 3 131,41 0 20.41i.OX,X 
4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retnbusi bin Trayek 5.000.000,0 K 0,X 1.470.0X,X 1.470.0X,0 0 29,4( (3.S3O.0X,X) 
4 . 1. 2 . 03 . 06 Retnbusi bin Pungutan Kiyu Tanah Milik 725.00)0.000,( )C o,x 79.0Z7.4X,X 79.0Z7.4X,0 0 10,9( ) (645.972.6X,M) 
4 . 1 . 2 . 03 . 07 Retnbusi bin Angkutan Penumpang Barang 25.000.000, X o,x 24.6e5.0X,X 24.685 .QX,D 0 98,7 t (315.QX,X) 
4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retnousi ion Tempat usaha (Srru) l Y E D/V\ 

2/3.WO .D0D, 
X 0 0( 319 000 000 00 3 1 9 Ofib 000 f1 lO 116,1 M C C A A A A A 

0 44.000.000, W 
4 . 1 . 2 . 03 - 09 Retribusi Biaya Leges 125.000.000, (X o,x IZS.OU.OX.X 125.011.0X,C » 1X,C 1 u.ox,x 
4 ,1 .3 Hart Pangaloiom Kakavaan Daerah yang Dlplaahlian 3.000.000.000 OC 0,0( 4.669.237.317,47 4.669.237.317,* 17 155, M 1,669.237.317,47 

4 . 1 . 3 , 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Millk 
Daerah/BUMD 

3,000.000.000 « p(0( ) 4,6«.237,317,47 4.669.237.317̂  '7. 195^ 54 L68?:23Zi317,47 

4 .1 .3 .01 .01 Bag. Laba Penyertun Modal PD/BUMD 3.000.000.000 OC 0.01 J 4.669,237.317,47 4.669.237.317, 47 ISS, 64 1.669.237.317,47 

1 i 1 
l A K M A N H M J S A S I M G G M t M l PIMWPATMt DAN KLAMU DAEKAH 

-^^ _ ,jr.-i ocu-.Njft uAciiAhl 

Halaman 2 dad 17 



Ptmerintah Kabupaten Ogan Komarlng Illr 

LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
penode i Januari s.d 31 Desemdar 2011 

K O M R E K E N U M URAIAN ANOQARAN 
REALISASI 

l/d PERIODE UUAJ PERIODE INI TOTAL 
L E U H / (KURANO) 

4 . 1 

4 . 1 . 1 

4 . 1 . 1.01 

4 . 1 . 1 . 01 . 06 
1 .01 . 07 
1. 01 . U 

1.02 

1.02 . 01 
1. 1 . 02 . 02 
1. 1 . 02 . 04 

1 . 02 . 05 

1.03 

1. 03 . 01 
1.03 . 02 
1. 03 . 09 
1.03 .10 

1 .1.04 

1.1 . 04 . 01 
1. 1 . 04 . 02 
1 , 1 . 04 .03 
1 . 1 .04.09 
1. 1 . 05 

1. 1 . 05 . 01 
1. 1 . 05 . 02 

. 1 . 1.06 

. 1 . 1.06. 06 

. 1 . 1 .06.07 

. 1 . 1 .06.06 

4 . 
4 . 
4 . 

4 , 
4 . 
4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 

4 . 

4 . 
4 . 
4, 
4 

4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 . 1 . 1 .06.09 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN A S U DAERAH 

PMdapatan Pajak Daarah 

Pa]Blc Hotel 

Hotel Bintang Satu 
Hotel Melati Tiga 
LDJmer/Rumah pengnapan/Pesanggraha/Hoaet/Rumati Kos 

Pajak Restoran 
Restoran 
Rumah Makan 
Kantm 
Katering 

Pajak Hiburan 

Tontonan Fllm/Bioskop 
Pagdaran Kesenlan/Mustk/Tari/Busana 
Sirkus/Akrobat/Suiap 
Permalnan BlUar 

Pajak Reklame 
Reklame Papan/BUI Board/Vkleotroo/Meoatran 
Reklame Kain 
Reklame Melekat/Sbker 
Raklame Hlm/Slide 

Pajak Penerangan Jalan 
PPJ PLN (Rumah Tangga) 
PPJ (Industrl) 

Pajak Pengambllan Bahan Gallan Golongan C 

Bstu Kord 
Batu Pecah 
Paiir 
Tanah Uat 

1.201.8S0.629.S33,0C 0,X 1.196.814,765.391,34 

38.970.922.353,0( 

6.178.545.455,0( 

^.ssp-oopax 
S2.500.000,0( 

0,0( 
m 

0,00 

o,x 

ODO 
o,x 

_ 240.000.000,0( 
210.000.000,0( 

25.000.000,0C 
0,0C 

5.000.000,0( 

__ 50.75p.gopj)( 
o,oc 
o,oc 

20.7S0.00O,0C 
0,0C 

o,x 
o,x 
o,x 

J O ^ 

0,X 

oxc 
0,00 
0,00 

1.196.814.765.391,34 99,58 (5.035.864.141,66) 

47,387.305.538,43 

13.209.683.829,M 

79.472.500,00. 
42.400.000,X 
30.740.000,X 
6.332.500,X 

47.387.305.538,43 

13.209.683.829,X 

121,60 8,416.383.185,43 

161,52 

-_1?0.050.000,OC _ 
124.800.000,0C 
60.600.000,OC 
2.200.000,OC 

__ 2.400.000,0( 

_4-9?0-O0O POO,« _ 
4.ea2.ooo.ooo,o( 

_ te.ooo.ooo,o( 

, i.510.000.000,OC 
420.000.000,0( 
710.O0O.000,0C 

1S.000.000,0C 
1S.OOO.OOO,OC 

p,ap. 
o,ra 
o,x 
o,x 

_ 0 ^ 

.0,00 
o,x 
0 ^ 

0,00 
OM 
0,00 
0,00 
0,00 

_3_12.7M.413,M_. 
204.&86.363,X 
60.588.050,X 
47.520.000,X 

_ ff^'^ 
_ 18.009.075,00 . 

3.101.3SO,X 
10.SO0.0O0,X 
4.407.72S,X 

0,00 

„7?;472J0C|,W 
42,400.000,X 
3O.74O.0OO,X 
6.332.S0O,X 

KIJB 
80,76 
0,00 
0,00 

._?74.047.?50,00_ 
21B.351.875,M 

2S.181.075,M 
2.675.000,X 

27.840.000,X 

J12.794..413,M 
204.686.363,X 
60.588.0S0,X 
47.520.0OO,X 

0,M 

__18,0091175,OP_ 
3.101.35O,X 

10.500.000,X 
4.407.725,X 

0,X 

1.30J3 
97,47 
242,35 
0,00 
0,00 

_86,7? 
0,00 
0,00 
21,24 
0,00 

J74,047,95Q,W 
218.3Sl.e7S,X 

2S.181.075,X 
2.675.000DO 

27.840.000,OT 

_8_.183.767.191,00 
8.123.328.842,X 

60.438.349,00 

2.272.228.530,00 _ 
244.4d0.840,X 
699.464.580,« 
287.461.600,X 
88.767.e70,X 

5.031.138.374,M 

_ 26972500,00 
(10.1».000,M) 

30.740.00Q,X 
6.332.500,X 

_ 72794.413,W 
(5.313.637,M) 
35.58&0SO,X 
47.520.000,X 
(S.OOO.OOO.X) 

__(2J4O,925,00) 
3.101.35Q,X 

10.500.000,W 
(16.342.27S,X) 

0,00 

144J4 
174,96 
41,55 
121,59 

_8.l83767,19l,TO 
B.123.32B.M2,X 

609»J49D0 

_2.272.228,S30,W 
244.480940,X 
699.464.SS0,X 
2S7.461.600,X 
88.767 S70,X 

166,34 
166,39 
p9,06 

150ZI8 
56,21 
98,52 

591,79 

_ 84,047.955,00 
93.551.87S,X 

(35.418.925,X) 
475.CI0Q,M 

25.44O.000,X 

3.263,767.191,00 
S.241.328.842X 

22.438.34990 

_762,228.530,00 
(175.519.16090) 

(10.535.420,M) 
272.461.60Q,M 

73.767.870,00 
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KOMUKCtaNQ URAIAN A N O Q A M N 
REAUSASI 

•/d PERIOOE LALU PERIODS XNl TOTAL 
LEBIH / (KURANt) 

4 . 1 . 1 . 06 .10 TifiBh Ufug 
4 . 1 . 1 . 06 .11 KerWI/Simj 
4 . 1 . 1 . 06 .14 PBSlr Kwaru 

4 • 1 .1 .09 Pajak Sarang Burung Waiet 

4 . 1 . 1 . 0 9 . 0 1 Pqjak Sarang Burung Watet 

4 . 1 . 1 . 1 1 Pajak DMrah Uhnya 

4 . 1 . 1 . 1 1 . 0 1 Pajak Industrl Daerah 

4 . 1 . 1 . 1 3 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

4 . 1 . 1 . 1 3 , 01 Bee Perolehan Hak Atas Tanah Den Bangunan 

4 . 1 . 2 H M I I RdtribuN D M r * h 

4 . 1 . 2 .01 Retribusi Jasa Umum 

4 . 1 . 2 .01.01 Retribusi Pdayanan Kesehatan 
4 . 1 . 2 .01.02 Retrtxrsi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
4 . 1 . 2 . 01. 05 Retribusi Pdayanan ParVlr DI Tepi Jalan Umum 
4 . 1 . 2 .01 . 06 Retribusi Pelayanan Pasar 
4 . 1 . 2 , 01. 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
4 . 1 . 2 .01 .09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pete 

4 . 1 . 2.02 Retribusi Jasa Usaha 

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerdi 
4 . 1 , 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal 
4 . 1 , 2 . 02 . 08 I Retribusi Rumah Potong Hewan 
4 . 1 . 2 . 02 .10 I Retribusi Tempat Rekreasi dan Oahmga 
4 . 1. 2 . 02 . 11 Retribusi Penyeberangan Di Air 
4 . 1 . 2.02 .14 Retnbusi Gedung/Aula/Asrama 
4 , 1 . 2 . 02 .15 Retribusi Sewa Alat Barat 
4 . 1 . 2 . 02 .16 Retribusi Tanah dan Bangunan 
4 . 1 . 2 . 02 .17 I Retribusi Jasa Konstruksi 
4 . 1 . 2 . 02 .16 Retribusi Pasar Hewan 

4 . 1 . 2.03 Retribusi Pertanan Tertentu 

4 . 1 . 2 .03.01 Retnbusi bin Mendinkan Bangunan 
4 . 1 . 2 . 03 . 03 j Retnbusi bin Gangguan/Keramaian 
4 . 1 . 2 .03 .04 Retnbusi bin Trayek 

4 . 1 . 3 HaaN PRngalolMn KakayMn Daarah yang Dtptoahkan 

4 . 1 . 3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milk 
Daerah/BUMD 

350.000.000,0( 
0,0( 
O,0( 

_ a5.QSP.Q0p9( 
25.000.000,OC 

P « 
09( 

090 
0 ,X 
090 

936.2e4,920,X 
8.361.720,X 
7.407.000,X 

936.284.920,X 
6.361.720,X 
7.407.000,X 

267,51 
0 ,X 
0,00 

090 

o,x 

_l,230.2^.4559C 
l.220.29S.45S,0( 090 

12.805.e7l.926,0( 

_?.«7.^5.2949C 
9.OO7.677.5O4,0( 

115.000.000,0( 
S7.000.000,0( 
90.000.000,OC 

1S2.6S7.790,0C 
S.000.000,0( 

^3S8.446.926,0( 
6.000.000,0( 

l.S25.000.000,0( 
0,0( 

162.SS7.220,OC 
U.5SO.0O0,0C 
30.000.000,OC 

175.000.000,0( 
395.000.000,1 

0,' 

53.339.706,0C 

0 ,X 

25.37p,flQ0,Q0_ 
2S.370.000,X 

_J^7Q^0O 
25.370.0OO,X 

101x48. 
101,4B 

0 ^ . 
o,x 

.̂043.994,170,00 
2.043.994,170,X 

_99p.0g9.7069; 
634.089.706,OC 
330.000.000,OC 
26.000.000,0( 

4.000.000.000,OC 

_09P__ 
090 
o,x 
o,x 
o,x 
o,x 

J390 

—0.95 
090 
090 
0 ,X 
o,x 
090 

0 ,X 
0 ,X 
o,x 
o,x 
o,x 

12.626.667.5X,X 

„ 0 9 P 
o,x 
o,x 
o,x 

o,x 

_9.044.875.115,X 
8,631 .X7.435,X 

67.453.SX,X 
57.284.0X,X 
51.7M.0X,X 

235.622.1X,X 
1 .3X.0X,X 

_1-925.X7.6609P_ 
1.481.66090 

1.248.1X.0X90 
0 ,X 

IB .OX.OX.X 
3 . 7 X . 0 X , X 
4.150.0X,X 

HS .2X.0X,X 
474.253.0X,X 

0 ,X 

33.X3.0X,X 

J,6K.8p4.74S9P 
e98.5X.517,X 
727.874.22a,X 

29.340.0X,X 

_4.C|pp.0p0.pX9( 090 _ , _ _6,368.539,95S,iK 

lAPOUN UALSASt ANGGARAN PCHDARATAN DAN BeLAWA OAERAK 

, — L.-r- .11 nn Luvi OLL.Mijft uAtnAM 

6.368.539.955,94 

0,00 
Q,X 

9/00 
0 ,X 

2.043,994.170,X 
2.043.994.170,X 

167JO 
167,X 

12.626.667.S20,X 9e,X 

-904497yi l5 ,X 
8.631.507.435,X 

67.453 . S X , X 
57,284,0X,X 
si.7oe.ooo,x 

235.622.1X,X 
1.3X.OX,00 

_19JI98796Q,oo 
1.4ei.660,X 

1.248.in.0X,X 
0,X 

IS.OX.OX.X 
3.730.0X,X 
4.1SO.0X,X 

14S.290.0X,X 
474.Z53.0X,OO 

0 ,X 

33.903.0X,X 

S86.2S4.9X,X 
8.361.72Q,X 
7.407.0X,X 

_370.00p,M 
370.0X,X 

0,00 
_ 0,00 

J23k6M.715,X 
B23.698.71S,X 

(179.204.406,X> 

9594 
95,82 
58,66 
1X,50 
57,45 
129,X 
2690 

_B196 

24,69 
81,85 
0 ,X 
9,23 
32,29 
1393 
83,02 
120,M 
0,X 
63,56 

l i@59l>|7«90 

898.5W.517,X 
727.874.228,X 

29.340.0X,X 

6,368.539.955,94 

6,368.539955,94 

167J4 
141,71 
220,57 
112,85 

159,21 

15991 

(412.460.179,X) 
(376.170.069,X) 

(47.546.5X,X) 
284.0X,X 

C38.292.X0,X) 
52.964.39Q,X 
( 3 7 X . 0 X , X ) 

C432959966,M1 
(4.518.340,X) 

(276.e20.0X,X} 
0,M 

(147.557.22090) 
(7.820.0X,X) 

(2S.SS0.0X,X) 
(29.710.X0,X) 

79.2S3.0X,X 
Q,X 

(19.436.7X,X) 

J65.715,039,X 
264.SX.S11,X 
397.874,22a,X 

3.340.0X,X 

2.368.539.955,94 

2968939.KS,94 
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